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ABSTRAK 

 Skripsi dengan judul “PENOLAKAN HAKIM TERHADAP 

PERMOHONAN PENETAPAN TERDAKWA SEBAGAI JUSTICE 

COLLABORATOR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2319 

K/PID.SUS/2011)”, bertujuan untuk mengetahui kedudukan justice collaborator 

dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk mengetahui alasan hukum 

yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan penetapan terdakwa 

sebagai justice collaboratorpada Putusan Mahkamah Agung No.2319 

K/PID.SUS/2011. 

 Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan menggunakan metode studi 

dokumenter. Sumber data yang diperoleh yakni menggunakan data sekunder, yang 

kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun 

sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan justice 

collaborator dalam hukum yang berlaku di Indonesia belum diatur secara eksplisit 

dan khusus. Akan tetapi, terdapat beberapa peraturan di Indonesia yang dapat 

dikatakan telah memberikan penjelasan mengenai justice 

collaborator.Permohonan penetapan Terdakwa Khuram Antonio sebagai justice 

collaborator ditolak oleh Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 

2319 K/Pid.Sus/2011 atas pertimbangan Terdakwa Khuram Antonio adalah 

pelaku utama yang menyalurkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa 

shabu-shabu seberat 3.126 gram masuk di wilayah teritorial Indonesiasehingga 

dengan demikian Terdakwa tidak berhak mendapat keringanan hukuman. 

 

Kata kunci: hakim, justice collaborator, terdakwa. 
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ABSTRACT 

 The research with the title “The Judge’s Rejection of The Application for 

The Determination of The Defendant as a Justice Collaborator (Study of The 

Supreme Court Decision No.2319K/Pid.Sus/2011)”, aims to know the position of 

justice collaborator in the applicable law in Indonesia and the legal reasons used 

by the judge in rejecting the application for the determination of the defendant as 

a justice collaborator of The Supreme Court Decision No.2319K/Pid.Sus/2011. 

 The research method used is normative juridical with descriptive research 

specifications. Collection method using documentary study method. The data 

source obtained is using secondary data, which are then examined, processed, 

and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis. 

 Based on the results of the research, it is known that the position of justice 

collaborator in the applicable law in Indonesia has not been regulated explicity 

and specifically. However,there are several regulations in Indonesia that can be 

said to have provided an explanation of the justice collaborator. The application 

for the determination of the defendant Khuram Antonio s a justice collaborator 

was rejected by the panel of judges in The Supreme Court Decision 

No.2319K/Pid.Sus/2011 on the consideration that the defendant Khuram Antonio 

was the main perpetrator who distributed narcotics in the form of 

methamphetamine weighing 3.126 grams into the territory of Indonesia so that 

there was thus no right to receive leniency of punishment. 

 

Keywords: judge, justice collaborator, defendant. 
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